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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan seb rufan dari abjad yang satu ke abjad yang

lain. Transliterasi Arab-Latin di sini i uruf Arab dengan huruf-huruf Latin
beserta perangkatnya.

A. Konsonan

sekaligus.

Berikut ini yang dimaksud dan translite A ruf latin:

0.1: Tabel Transliterasi Kon:

Huruf Arab “Huruf Latin

Tidak dilambangkan

z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh ka dan ha




Huruf Arab

Nama Huruf Latin Nama
K Dal d De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)

a Qaf q ki
Ell Kaf k ka
J Lam I el
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

B Mim m em

O Nun n en

S Wau we
Iy Ha ha
3 apostrof

G

B. Vokal

b yang lambangnya berupa ta
erikut:

z Dammah u u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan
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huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Tramsliterasi Vokal Rangkap

Huruf .

Arab Huruf Latin Nama
adanu
adanu

anjang .yapg' Jamban ruf,
ah nda sebagai beri
4: an M

Huruf Nama
Arab

.. Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya

S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
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& Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:

au yang: mendapat harakat
. ‘.- » ..‘ ‘

J L

hir dengan ta’ marbutah d

ang al serta bacaan kedua kat

asikan dengan “h”.

raudah al-atfal/raudahtul at

-

madinah al-muna

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda,
tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :



- J% Nazzala

- 5 ABirru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J), namun

Kata sandang yang diik ditransliterasikan sesuai dengan

sung mengikuti kata sandang

an dengan sesuai

ditulis terpisah

- (x5 syai‘un
- ¢35 ap-nauu

- o) inna

G. Penulisan Kata



Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-
kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata
lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :
- GEHIN A e Pl C)‘} Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/ Wa innallaha

airurraziqin

S Bl WA ) jreha wa mursaha
H. Huruf Kapital

permulaan ilaman: na ui oleh ka aka yang ditulis
dengan hur U : ata sandangnya.
Contoh :

Alhamdu lillahi rabbi a u lillahi rabbil

Ar-rahmanir rahim/Ar-ra
al kapital untuk Allah hanya b tulisan Arabnya

an kalau penulisan itu disatu in sehingga ada

, pedoman transliterasi ini
merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan limu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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MOTTO

"I give up trying, at least for today, Lying is lying, it's never okay, Bend it all you want,
Hide it all you can"

— Pamungkas, Closure

“Now I find myself in my own blo ught 1'd lie in my own blood) The

damage done is far beyond repai ith in up above (Never had much
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ABSTRAK

Ahmad Vaelasuf, NIM 10322143. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai
Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007). Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tatanegara,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.A

Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih menjadi masalah serius yang
R~ o A W,

berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu perdagangan, dan menurunkan
AT ' =+ N

kepatuhan hukum masyarakat. Permasalahan penelitian fokus pada kewenangan
= il «d S TEOEEN

pelaksanaan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pékalongan serta efektivitas koordinasi
ST ST ORI TR
keduanya dalam pengawasan rokok ilegal, termasuk hambatan yang muncul di
TN g 7 S hS 1wl

lapangan.Penelitian menggunakan metode hukum ;/uPidis‘ empiris dengan pendekatan

yang menghubungkan ketentuan hukum dan fakta di lapangan. Data primer diperoleh
iy} ! Jiiif

melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Bea Cukai Tegal dan
- Ji o

Satpol PP Kota Pekalongan. Data sekunder berupa peratufan-peraturan-undangan, buku,
[ g i o i}

jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen pengawasan. Data dianalisis secara deskriptif
- Jice i

kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil
| i .

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian telah berjalan sesuai kerangka
hukum. Bea Cukai mempunyai kewenangan utama dalam pemeriksaan, pengawasan,
penindakan, dan penyidikan di bidang cukai, sedangkan Satpol PP berperan secara
e e ey

komplementer melalui pengawasan lapangan, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan
=R A

operasi bersama. Koordinasi diwujudkan melalui pertukaran informasi, pembentukan
= = S o AW Tl ]

satuan tugas, komunikasi rutin, dan operasi gabungan. Namun efektivitas pengawasan
. WM = S S

belum optimal karena luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel Bea Cukai, jarak
TN SATERN A i g

kelembagaan, keterlambatan tindak lanjut, resistensi sosial, serta rendahnya partisipasi

masyarakat dalam pelaporan. Dalam perspektif Al-Mawardi, pembagian tugas
mencerminkan amanah dan koordinasi mencerminkan musyawarah, tetapi keduanya
belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan.ecara normatif, sinergi Bea Cukai dan
Pemerintah Kota Pekalongan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

dan prinsip Siyasah Dusturiyah. Secara empiris, pengawasan masih menghadapi

XV



ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas pengawasan,
percepatan tindak lanjut, penguatan saluran pelaporan, dan peningkatan partisipasi
masyarakat diperlukan agar penegakan hukum bea cukai lebih efektif dan berorientasi
pada kemaslahatan umum.

Kata kunci: Rokok Ilegal, Bea Cukai, Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Siyasah
Dusturiyah.
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ABSTRACT

Ahmad Vaelasuf, Student ID 10322143. A Siyasah Dusturiyah (Constitutional Law)
Perspective on the Authority of Customs and Local Government Regarding the
Supervision of Illegal Cigarettes in Pekalongan (A Study of Law Number 39 of 2007).
Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State
Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Fahrodin, M.H.I.

The Circulation Of lllegal Cigarettes In The Greater Pekalongan Area Remains A Serious
Issue With The Potential To Reduce State Revenue, Disrupt Trade, And Diminish Public
Legal Compliance. The Research Focuses On The Operational Authority Of The Customs
Office And The Pekalongan City Government, As Well As The Effectiveness Of Their
Coordination In Supervising lllegal Cigarettes, Including Obstacles Encountered In The
Field. The Study Employs An Empirical Legal Research Method, Linking Legal
Provisions With Actual Conditions On The Ground. Primary Data Were Obtained
Through Semi-Structured Interviews With Informants From The Tegal Customs Office
And The Pekalongan City Public Order Agency (Satpol PP). Secondary Data Consisted
Of Legislation, Books, Journals, Previous Studies, And Supervision-Related Documents.
Data Were Analyzed Using A Descriptive-Qualitative Approach Involving Data
Reduction, Data Presentation, And Conclusion Drawing. The Results Indicate That The
Division Of Authority Has Proceeded In Accordance With The Legal Framework.
Customs Holds Primary Authority Regarding Inspection, Supervision, Enforcement, And
Investigation In The Excise Sector, While Satpol PP Plays A Complementary Role
Through Field Monitoring, Information Gathering, Public Outreach, And Joint
Operations. Coordination Is Realized Through Information Exchange, The Formation Of
Task Forces, Routine Communication, And Joint Operations. However, The Effectiveness
Of Supervision Remains Suboptimal Due To The Vast Operational Area And Limited
Customs Personnel, Institutional Distance, Delays In Follow-Up Actions, Social
Resistance, And Low Public Participation In Reporting. From Al-Mawardi’s Perspective,
The Division Of Tasks Reflects A Mandate Of Trust (Amanah), And Coordination Reflects

Consultation (Musyawarah); However, Neither Has Been Fully Effective During The
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Implementation Stage. Normatively, The Synergy Between Customs And The Pekalongan
City Government Aligns With Law Number 39 Of 2007 And The Principles Of Siyasah
Dusturiyah (Islamic Constitutional Governance). Empirically, However, Enforcement
Activities Still Reveal Discrepancies Between Regulations And Actual Implementation.
Enhancing Supervisory Capacity, Accelerating Follow-Up Actions, Strengthening
Reporting Channels, And Increasing Public Participation Are Essential To Making
Customs Law Enforcement More Effective And Oriented Toward The Public Interest.
Keywords: lllegal Cigarettes, Customs, Pekalongan City Government, Municipal Police
(Satpol PP), Siyasah Dusturiyah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negafay hukum memiliki kewajiban menjamin

terselenggaranya tata kelola pemg pg tertib, adil, dan berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. S ' enting dalam pembiayaan negara

asil tembakau yang selama

ributor -signifikan dalz
. Dalam APBN tahun 2025, pe
2ncapai lebih dari Rp300 triliun, denga

garan Pendapatan dan

kepabeanan dan

gominan berasal
bakadl. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bé ai bukan hanya
etapi juga berkaitan langsung deflgan stab pembangunan

optimalisasi penerimaan tersebut masih mengha ancaman serius

berupa pere rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai resm

okok ilegal tidak hanya terjadi di Indonesia, na ga merupakan

bal yang mendapat perhatian serius dari berbag ara. Organisasi

Kesehatan 1 melalui Framework Convention on Tobac ontrol menilai

perdagangan®geélap produk tembakau menimbulkan kerugian apatan negara,
onsumsi karena harga murah, sert ij

m konteks nasional, r

distribusi, hingga p

pendekatan lintas sekt
pidana.?
Khususnya tingkat daerah, wilayah Pekalongan memiliki karakteristik ekonomi

yang dinamis karena berada di jalur strategis Pantura dan memiliki mobilitas

! Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Anggaran pembelanjaan belanja negara”.
https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-62-tahun-2024. diakses pada 1 (7 agustus 2026).

2 Organisasi Kesehatan Dunia. “Protokol untuk menghilangkan perdagangan ilegal produk
tembakau”. https://fctc.who.int/resources/publications/9789241505246?utm_source=chatgpt.com. Diakses
(14 agustus 2026.)



https://fctc.who.int/resources/publications/9789241505246?utm_source=chatgpt.com

perdagangan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Pekalongan berpotensi menjadi jalur
distribusi berbagai komoditas, termasuk rokok ilegal. Berdasarkan informasi
Pemerintah Kota Pekalongan, pada tahun 2025 aparat Bea Cukai berhasil menyita
lebih dari 20 juta batang rokok ilegal di wilayah Pekalongan Raya. Temuan tersebut

menunjukkan bahwa peredaran rokok ilégal masih berada pada tingkat yang disalin

dan memerlukan pengawasan be enomena peredaran rokok ilegal di

hkan sekitar 90% rokok ilegal terdete
sebelum sa tingkat péngeéer, yang mengindikasikan ada ngan distribusi
yang terorg serta lemahnya efektivitas penegakan hukum d

n utama dalam pengawasan rokok ilegal buka

keberadaan usaha ilegal, namun juga pada efektivitas koor antara instansi

yang memi wenangan. Secara normatif, Direktorat Jend ea dan Cukai

memiliki k ngan utama dalam pengawasan barang k i. Namun,
pemerintah h melalui perangkat daerah juga memiliki fu enting dalam
ran umum, pengawasan perdagangan, sosi hukum, dan

penegakan

adap peredaran roko

Cukai memberikan i Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan

% Pemerintah Kota Pekalongan. “Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih tinggi”,
https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-
ilegal.html?utm_source=chatgpt.com (diakses 19 juni 2025).



https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com
https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com

kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi, serta operasi bersama dalam rangka
pemberantasan rokok ilegal. Dengan demikian, Bea Cukai memiliki kewenangan
utama dalam penegakan hukum di bidang cukai, sedangkan pemerintah daerah
berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pengawasan dan pemberantasan

peredaran rokok ilegal di tingkat dae Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi

penting mengingat peredaran ro idak hanya menimbulkan kerugian

penerimaan negara, tetapi rdagangan dan menampilkan

kepatuhan hukum masyar. karenaitu, enegakan hukum terhadap

rokok ilegal sangat di oleh Keweriangan pela asing-masing lembaga

sesuai ketentua A Undang_—Undaﬁé Cukai dan Peraturan Menteri
ahun 20264 ek

ota Pekalongan sebagai lokasi penelitian did

Keuangan N

pada kondisi

unjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah jalur distribusi

strategis di kawasan Pantura sehingga memil bilitas barang
Bea Cukai di

an Raya, fenomena peredaran rokok ilegal ju sih ditemukan

yang tinggi in ditemukannya jutaan batang rokok ilegal

wilayah Pe

pada tingka ecer dan toko-toko kecil di masyarakat. Dalam

pedagang t enampilkan rokok ilegal secara terbuka di se, melainkan

menyimpan tempat tertentu dan hanya menjualnya kepad
atau jénis rokok yang dimaksud. Pol

i yang bersifat terselub

hukum mengenai |
berlangsung di lapang

Konteks pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis
sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (2007). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105).



di wilayah daerah. Keterlibatan Satpol PP dalam operasi gabungan bersama Bea Cukai
menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam pengawasan
lapangan, penertiban aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan, serta
pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan peredaran

rokok ilegal. Selain itu, keterbatasan ja uan pengawasan yang dimiliki Bea Cukai

sebagai instansi vertikal pemerint jadikan Satpol PP sebagai mitra utama

bagian dar sep Siyasah Dusturiyah, yaitu tata kelola rintahan yang

sip l|<eadilan, amanah, kewenangan pembagia kemaslahatan

umum. Pe h wajib menjalankan fungsi kekuasaan secar ordinasi agar

kebijakan ibuat benar-benar memberikan manfaat ba syarakat. Jika
koordinasi Bea Cukai dan pemerintah daerah berjalan | maka potensi
kerugian n ketidaktertiban perdagangan, dan rendahny tuhan hukum
masyarakat semakin meningkat. Selain itu, rendahnya daran hukum

njadi faktor penghambat dalam uba

ng masih membeli ata

hanya membutuhka presif, tet

edukasi dan sosialisa karena g dikaji dari sisi hukum
positif, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan Islam.®
Konteks pengawasan rokok ilegal, kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan rokok ilegal dapat dipahami

5 Gojali, MA, Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. “Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan
penyelundupan barang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di
Kota Bandung”. Sosio Politik, 15 (2), (2025). hal 159-170.



sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan untuk mencegah kerugian negara serta
menciptakan izin perdagangan. pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang
melanggar hukum juga sejalan dengan konsep hisbah , yaitu kewenangan pemerintah

dalam mengawasi dan menertibkan p ekonomi yang merugikan masyarakat.

Peredaran rokok ilegal tidak hany; kerugian penerimaan negara, tetapi

juga merusak kepatuhan hu a yang sehat. Oleh karena itu,
pengawasan dan penind kan bentuk kebijakan yang

bertujuan mewujud idah figh menyatakan

“Tasarruful im al—m’iyyah:manutu;z bil maslah berarti kebijakan

pemimpin te akyat harus didasarkan pada j(émas]ahat

Persp ukum’ isiam, ‘Gojali, Sutiana, dan Tresnay 25) mengkaji

penindakan IundUpan barang berdasarkan perspektif Siyasa uriyah di Kota
Bandung. s

Tahun 200

kan Prasandi menelaah implementasi Undang

ng Cukai dalam perspektif Siyasah Tanfidziya dua penelitian

ukkan bahwa konsep figh siyasah dapat nakan untuk

enangan pemerintah dan efektivitas kebijakan n . Namun fokus
kajian belu ra spesifik menyoroti sinergi pengawasan rok: al antara Bea

ntah daerah di tingkat lokal.’ -

elitian terdahulu, terdapat bebera

kus pada aspek pene

pada isu rokok ilegal

sebagai permasalahan banyak penelitian yang
mengambil lokus Kota Pekalongan, padahal wilayah ini memiliki karakteristik

strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi di jalur Pantura.

6 Prasandi, JADI (nd). Implementasi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang bea masuk
terhadap peredaran rokok perspektif siyasah tanfidziyah
https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.
com (diakses pada 4 september 2026).

” Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan penyelundupan barang berdasarkan Peraturan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung. Sosio Politik, 15 (2), hal 159—
170.



https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.com
https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.com

Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan batasan tersebut dengan fokus
analisis pada “Sinergitas Kewenangan Antara Bea Cukai Dan Pemerintah Kota
Pekalongan Dalam Pengawasan Rokok llegal”, lalu menilainya melalui perspektif
Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek
normatif, tetapi juga realitas empiris koordinasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan

dampaknya terhadap pelanggaran hukunmserta kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang s i atas peneliti akan memaparkan
dua rumusan masalah beri .
1. Bagaimana pem ke BC TMP C Tegal dan
alongau Satpol PP dalam penga
g- Undah‘g Nomor 39 Tahuh 200‘7. tentang

2. Bagai Wenahgan bea cukai dan Peme‘gntah daera

edaran rokok ilegal

pengawasan

kok |Iegal perspektif Siyasah Dusturlyah p amanah dan

C. Tujuan Pe n

enulis uraikan

Berda: latar belakang dan perumusan masalah yang
maka dapat
1. Untuk

TMP C

ukakan tujuan penelitian antara lain:
tahui Bagaimana pembagian dan pelaksanaan angan KPPBC

pengawasan

| dan Pemerintah Kota Pekalongan Satpol P

ilegal‘ berdasarkan Undang-Undang

prinsip amanah

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk implementasi antara Bea

Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal, serta

menelaah efektivitas sinergi kewenangan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah



Dusturiyah . Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan struktural
maupun sosial yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan di lapangan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Negara
Islam, khususnya pengembangan konsep Siyasah Dusturiyah dalam konteks

hubungan otoritas antara instansi

dan pemerintah daerah. Secara praktis,
penelitian ini diharapkan menj si bagi Bea Cukai, Pemerintah Kota
Pekalongan, dan peman dalam merumuskan strategi

pengawasan yang le T, kolatg.oratif, ientasi pada kemaslahatan

masyarakat.

~ »

e y I ‘
batas, dan pelaksanaan kekuasaan lem

negara dalam
gas pemerintahan dijelaskan oleh teori kewen . Kewenangan

administrasi negara adalah wewenang formal diberikan oleh

ngan kepada pejabat atau' badan pemerinta uk melakukan

tindakan publik. Setiap tindakan pemerintah yang di

dianggap cacat hukum.® Tanpa dasar kewena ang sah, setiap

yang sah

tindakan rintah dapat dianggap cacat hukum.

At delegasi, dan mandat adalah tiga cara pemeri dapat memiliki
9

dari pejabat yang

Berdasarkan ng No n 2007 tentang Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengawasan,
penindakan, penyidikan, dan pemungutan cukai atas barang kena cukai.

Pengawasan terhadap peredaran rokok, baik legal maupun ilegal, termasuk dalam

8 Indroharto. Usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara . Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, (2002). Hal 90-91

® Hadjon, PM. Pengantar hukum administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah
Mada). (2005). Hal 78



kewenangan tersebut.’® Sebaliknya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman
dan persetujuan umum, mengawasi kegiatan usaha, memberikan perlindungan
kepada masyarakat, dan membantu pembangunan di daerah.!

Pasal 66A Undang-Undan r 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga
memungkinkan pemerintah d artisipasi. Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau (DBHC an untuk memberantas rokok
ilegal, dapat digun k [ pemerintah daerah untuk

ti kegiatan sosialisasi

asi bersamé.‘diangan Bea Cu_kai, pe peredaran barang

di pasar, umum melalui

Satpol P

an pec_la_’géhgb h'i‘hgga dukUng&n'térhadap ki

J ro. A A - . .
erintah daerah juga berperan sebagai fasilit ordinasi antar

instansi kat lokal guna meningkatkan efektivitas penga

Pe n sumber kewenangan antara Bea Cukal dan rintah Daerah

menunju ahwa kedua institusi memiliki ruang lingkup yang berbeda,

tetapi sal rkaitan. Bea Cukal berwenang pada aspek fis n kepabeanan,

erintah daerah berperan dalam pengawasan ah, pembinaan

n penertiban perdagangan lokal. Oleh karena it gawasan rokok

ilegal tid pat dilakukan secara parsial. Diperlukan siner r kewenangan
a saling melengkapi.

dalam penelitian ini

sesuai aturan dan di
berjalan lebih efektif.

Selain itu, teori kewenangan juga relevan untuk melihat hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam sistem

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (2007).

11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
(2014).



desentralisasi, pemerintah daerah diberi urusan mengurus ruang urusan daerah,
namun tetap harus bersinergi dengan instansi vertikal pusat dalam isu strategis
nasional. Pengawasan rokok ilegal merupakan salah satu isu strategis karena
mencakup penerimaan negara dan penyelamatan ekonomi nasional.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Salah satu cabang figh h dusturiyah membahas tata kelola
rakyat, sistem ketatanegaraan,
pembagian kekuasaa insip-prinsip keadilan dalam
is, Siyasah Dusturiyah

onstitusi dari sudut

lam karena kata “dustur.iyahj;’ berasal “dustur”, yang
. ~ o N8

b

i atau'dasar aturan negara. r e\ L

emikiran Islam klasik, Siyasah Dustﬁriyaih dik gkan oleh para

:
ulama se I-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Wahh allaf. Menurut

egara dibentuk untuk menjaga agama dan m I urusan dunia

agar terci nyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pem diberi amanah

nkan kekuasaan secara adil, melindungi h rakyat, serta

ikiran tersebut

udaratan yang dapat merusak kehidupan sosial.

lainkan sarana

bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujua
n kemaslahatan umum. '

am Siyasah Dusturi

a. Prinsip Am an bahwa
wajib menja ndan ya
jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam penelitian ini,
amanah tercermin pada kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta
Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan pengawasan terhadap

12 |gbal, M. Figh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam . (Jakarta: Grup Prenadamedia).
(2014). HIm. 2
13 Al-Mawardi. (2006). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah . Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiyyah.
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peredaran rokok ilegal secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai memiliki amanah menjaga
penerimaan negara dari sektor bea cukai, sedangkan pemerintah daerah
memiliki tanggung jawab menjaga perdagangan dan memberikan
perlindungan kepada masyarakat. Apabila kedua lembaga tersebut tidak

menjalankan tugasnya sec I, maka akan muncul kerugian negara,

lemahnya penegakan katnya peredaran rokok ilegal di
masyarakat.

b. Prinsip Mus nikasi, dan kerja sama

. Dalam penelitian
Bea Cukai dan

ma, pertukaran

antar pi pengambllan kbbuakan pe

ini, rah dlwu1udkan melalnl- bentuk sine
Kota~Pekanngan dalam melakukan opera

awasan rokok

i, sosialisasi hukum, serta penyusunan strateg
ngawasan tidak dapat dilakukan secara parsi satu lembaga
na peredaran rokok ilegal melibatkan jaringan usi yang luas.
rena itu diperlukan koordinasi antar lemb gar kebijakan

san berjalan efektif dan tidak terjadi tumpan h kewenangan

Ja sama, dan sinergitas

musyawarah dig
antara kedua lem an dan pemberantasan
peredaran rokok ilegal. Pemilihan kedua prinsip tersebut didasarkan pada fokus
penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan otoritas dan efektivitas
koordinasi antarlembaga dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Konteks penelitian ini, Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai teori besar

14 Igbal, M. Figh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam . Jakarta: Grup Prenadamedia
(2014). Hal 214
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karena objek penelitian berkaitan dengan hubungan kewenangan antara Bea Cukai
sebagai instansi vertikal pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Kota
Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal. Sinergi antarlembaga tersebut dapat
dinilai dari sudut pandang ketatanegaraan Islam, apakah telah mencerminkan

prinsip amanah, kerja sama, keadilangdan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan

terhadap rokok ilegal bukan sem rsoalan administratif, tetapi mencakup

perlindungan hak publik a ra, pencatatan perdagangan, dan

kepatu[]an hul{um masyar

i smergt antar Iembaga me'rupakan ebijakan publik
orientasikan. pada kemaslahatan Kaldah

yang relevan
ah (Kebijakan

adap rakyat harus didasarkan pada kemaslahata at).

am Tasarruful ‘alar ra'iyyah manutun bil m

yasah Dusturiyah menjadi dasar normatif u enilai apakah

a Cukai dan Pemerintah Daerah telah ses engan prinsip

ang baik menurut hukum Islam.
3. Teori Efekti Hukum
Soekanto menmptakan teori efekt|V|tas huku

k menentukan

pengawasan rokok ilegal adalahUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

tentang Cukai. Jika norma hukumnya jelas dan tegas, maka aparat lebih
mudah melaksanakan pengawasan.

b. Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk

15 Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers (2014).
Hal 17-19
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menjalankan hukum seperti Bea Cukai, kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah
daerah. Profesionalitas, integritas, serta koordinasi antaraparat sangat
menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika aparat bekerja sendiri-
sendiri tanpa sinergi, maka efektivitas hukum akan menurun.

c. Faktor sarana dan fasilitas mencakup segala bentuk dukungan yang

membantu pelaksanaan p hukum, seperti anggaran, teknologi,

operasional kendaraa erta sumber daya manusia. Dalam

ngaw,asan drstrlbu5| barang, ~serta duk anggaran dari

untuk melakukan 305|aI|saS| dan peng lan lapangan.

san fasilitas dapat menyebabkan pengawas ak maksimal,

dalam menjangkau wilayah distribusi yang | n menghadapi

redaran rokok ilegal yang semakin berkemban
asyarakat. Tingkat kesadaran hukum masya mempengaruhi

ilan pengawasan. Jika masyarakat masih m atau menjual

gal karena harga murah, maka penegakan h akan menahan

sebagai

aliknya, jika budaya
ih mudah berhasil.
Teori efektivitas hukum sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan
menilai apakah sinergi antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah mampu
meningkatkan efektivitas pengawasan rokok ilegal di Pekalongan. Indikator

efektivitas tersebut dapat dilihat dari berkurangnya peredaran rokok ilegal,

16 Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers (2014).
Hal 17-19
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meningkatnya jumlah penindakan, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan
terciptanya penyebaran barang kena cukai.

Menggunakan teori Soerjono Soekanto, peneliti dapat menganalisis
hambatan empiris yang menyebabkan pengawasan tidak optimal. Hambatan
tersebut bisa berasal dari kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana,

rendahnya partisipasi masyarakat, mawpun lemahnya budaya taat hukum.

F. Penelitian Terdahulu
Penelitian hukum di indg ah B ilakukan oleh para sarjana hukum

dengan berbagai bentu I yang berb agan penelitian saya. Untuk

Ulangan :’"f. diperl an serupa dengan topik

tabel s¢ agai kb /’ t:

" Tabel1.1 oy

Penelitian Relevan
L4 A"/ - \ ¥
‘/ i ‘
u

memperkaya data dz

penelitian disajik

Tabel 1.1 Pene Ter

No | Nama dul etod | Pendeka ta dan
Peneli elitia e | ftan pulan
ti :
1 Gojali, auan ualita | Yuridis aturan
Sutian ah if normatif
a, dan uriye atur
Tresna ang um.
yadi ndaka | : il
(2025) | n . penelitian
Barang | tindaka
sark
Peratu memberant
Direkto as
Jendera penyelund
Bea dan upan
Cukai merupakan
Nomor P- bentuk
53/BC/201 perlindung
0 di Kota an
Bandung terhadap
penerimaa




n negara
dan
kemaslahat
an
masyarakat
Prasan | Implement | Kualita | Yuridis | Teori Siyasah peraturan
di asi tif normatif | Tanfidziyah dan kajian
Undang- dan kepustakaa
Undang implementasi n.
Nomor 39 kebijakan Penelitian
Tahun menyimpul
2007 kan bahwa
tentang pelaksanaa
Cukai n Undang-
Perspe Undang
Siys Cukai

Akbar

Tinjaua
Siyasah
Dusturiyé

Yuridis
normatif

merupakan
tuk
aksanaa

enanga

erintah
am
jaga
ertiban

erimaa
egara.
udi

ukk
an bahwa
kerja sama
antarlemba
ga
diperlukan
untuk
meningkat
kan
efektivitas
penegakan

14




hukum
berdasarka
n prinsip
Siyasah
Dusturiyah
Reima | Tinjauan Penelit | Pendekat | Teori peraturan
nda Yuridis ian an penegakan perundang-
Zepant | Terhadap | hukum | perundan | hukum undangan
a Penegakan | normat | g dan
Gintin | Hukum if literatur
g, Pidana hukum.
Andry | Terhadap Hasil
Syafri | Pengedar penelitian
zal Tembaka menunjukk
Tanju | llegal an bahwa
ng, Ta penegakan
dan qukum

M.
Hary
Angga
Prata
ma
Sinaga
(2024)

Nadiy
ah
Putri
Salsab
ila dan
Gugus
Irianto
(2025)

n

Peredars
Rokok

llegal oleh
Seksi
Penindaka
n dan
Penyidikan

)\
Penga :

adap
gedar
bakau
al
sih
endala
dahnya
adaran
Syarakat
ahnya
gawasa
erta
asih

observasi
pada
KPPBC
Malang.
Hasil
penelitian
menunjukk
an bahwa
pengawasa

15
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KPPBC n Bea
Malang Cukai
telah
berjalan
cukup
efektif,
namun
masih
terdapat
hambatan
berupa
keterbatasa
n
pengawasa
n
lapangan,
istribusi

mber: Data Diperoleh Dan Di Olah Oleh Penu
lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan ba

gakan hukum cukai telah banyak dilakukan dar gai perspektif.

Penelitian Goj tiana“dgr_l Tresnayadi (2025) meninjau penind
iyasah Dusturiyah, sedangkan Prasandi mengkaji impl
tif Siyasah Tanfidziy

Ginting

ap pengedar tembakau
ilegal tanpa cukai, dan iyah Pu sa n Gugus Irianto (2025)
mengevaluasi efektivitas pengawasan rokok ilegal oleh Bea Cukai. Persamaan kelima
penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai penegakan hukum, pengawasan
cukai, dan peran pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Namun
demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penegakan hukum
berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal
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10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 dalam perspektif Siyasah
Dusturiyah. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah sinergitas
antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP Kota Pekalongan, dalam
pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal. Oleh karena itu, kebaruan (novelty)

penelitian ini terletak pada analisis pe

hukum yang melibatkan dua lembaga
pemerintahan berdasarkan dasar h eda, yaitu kewenangan Bea Cukai
intah Daerah berdasarkan PMK

Nomor 22 Tahun 2026, i .' i nakan perspektif Siyasah

tian adalah pendekatan untukmengumpu nganalisis, dan

memahami asi darl berbagal kegiatan |Im|ah untuk ab pertanyaan

penelitian b
1. Jenis Pe

n ini mengkaji tentang yuridis empiris, dengan pengumpulan

data yan ukan melalui wawancara serta metode pengu n data lainnya

kan secara langsung di lapangan pada lokasi p n. YPenelitian

ini men an penelitian hukum empiris (yuridis empiri elitian hukum

empiris akan-penelitian hukum yang mengkaji pelaks hukum dalam
imana hukum bekerja dalam

empiris dilakukan

hukum yang terja hanya mengkaji norma

hukum yang tertuli laksanaan Bea Cukai dan
Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal.'®
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta), (2017), h.
137-138.

18 Fajar, M., & Ahmad, Y. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka
Pelajar (2010). Hal 5
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empiris , yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan
dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah
Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal serta meninjau pelaksanaannya

berdasarkan perspektif Siyasah D 19

Menurut Soerjono Soe hukum empiris dilakukan dengan

cara meneliti data lapa ektivitas hukum dan perilaku

enga,yv.?isan ‘dar'\. Pelayanaﬁ ‘é‘éé@an‘,(:uka adya Pabean C
r ) AT,
g ) W # 0 IS

> ' o' b

n Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

kasi tersebut didasarkan pada keterlibatan k embaga dalam
dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Ki
4. Sumber

a)

ber data dalam penelitian ini, didapatkan mel ngamatan dari

gan menggunakan penerapan berbagai tekni umpulan data

iris.”® Data Primer diperoleh langsung dari hasi ancara dengan
ng berkaitan dengan peneliti

indakan dan Penyidi

kum merupakan unsur
fundamental dalam penelitian hukum, karena ketersediaannya menjadi
prasyarat utama dalam upaya menemukan dan merumuskan jawaban atas
permasalahan hukum yang dikaji.?! Undang-Undang Nomor 39 Tahun

19 Spekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Ul Pers). (1986). HIm 8

20 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya),
(2017), him. 186.

2L Dyah Ochtorina  SusantiidaniA’an  Efendi, iPenelitian ~ Hukumi(LegaliResearch),
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2007 tentang Cukai, PMK (Peraturan Mentri Keuangan) No. 22 Tahun
2026: Mengatur tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBH CHT)., Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu,
Dokumen dan laporan pengawasan rokok ilegal.??

Menurut Soerjono Soekant er data dalam penelitian hukum dapat

diperoleh dari data primer da ang saling melengkapi dalam proses

penelitian.

cara Ietngsung antara penellttdén respon m bentuk tatap

ncara dllakukan secara Iangsung dengan inf yang memiliki

ngan pengawasan rokok ilegal di Kota Pek

ra semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun an pertanyaan

emberikan kesempatan kepada informan memberikan

g lebih luas mengenai kewenangan pelaksanaa uk koordinasi,

dihadapi, dan upaya pengawasan rokok ileg

nik pemilihan

kukan karena dianggap paling efektif dan mu mperoleh data

yang ber dengan kewenangan pelaksanaan kedua lemba
suma Aji, S.H., selaku Kepala Bi
Daerah pada Sat

s, dan

ilegal di

Kota Pekalo dengan Bea Cukai serta

kendala dan ksanaan pengawasan di
lapangan.
b) Bapak Abdul Rahman Wahid, selaku petugas pada Seksi Pelayanan

Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di Kantor Pengawasan dan

i(Jakarta:iSinariGrafika), (2015), Hal 48

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,(Bandung: Remaja
Rosdakarya), (2017), h. 186.
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Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. untuk memperoleh
informasi mengenai kewenangan Bea Cukai dalam pengawasan dan
penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, pelaksanaan
penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pengawasan di lapangan.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam

nakan metode analisis deskriptif
iga tahapan, yaitu:

an data yang diperoleh

deskripsi yang

‘ \ -

N ¢
f'.o. . N
rikan keS|mpuIan yaitu memberlkar’rln‘te‘rpreta

adap data yang

roleh untuk menjawab rumusan masalah.

alisis kemudian ditinjau menggunékan teori enangan, teori

um, dan teori Siyasah Dusturiyah, khususnya

H. Sistematik ulisan

ullsan penelitian ini dibagi menjadl Ilma an setiap bab
elitian secara komprehensif.
N, membahas latar bel

menilai tata kelola p teori kewenangan untuk

menjelaskan kewenangan antar Lembaga, serta teori efektivitas hukum untuk menilai
keberhasilan pengawasan.

BAB Il PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Pembahasan pada
rumusan masalah pertama berisi deskripsi mengenai profil instansi yang menjadi objek

penelitian, yaitu Kantor Bea Cukai yang memiliki wilayah kerja di Pekalongan dan
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Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, dibahas pula kondisi peredaran rokok ilegal
di Kota Pekalongan, dasar hukum pengawasan bea cukai, serta bentuk kerja sama yang
pernah dilakukan antara kedua lembaga tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, Membahas inti penelitian
yang berisi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai sinergi

kewenangan Bea Cukai dan Pemerint aerah dalam pengawasan rokok ilegal di

Kota Pekalongan, tantangan yang da bab ini juga dijelaskan hambatan,

upaya penyelesaian serta analisi ktif Siyasah Dusturiyah.

BAB V PENUTUP. i esimpulan dan temuan yang
‘ analisis dari bab-bab
untuk memberikan

litian ini dapat
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pengawasan peredaran rgkok ilegal oleh Bea Cukai dan Pemerintah

Kota Pekalongan telah selaras den
2007 tentang Cukai, baik
koordinasinya. Bea Cukai

ka Undang-Undang Nomor 39 Tahun
kewenangan maupun bentuk
atribusi untuk pengawasan,
bidang cukai. Pe

penindakan, dan penyi erah melalui Satpol PP

berperan secara ormasi, dan operasi
bersama berd asal 66A UU Cukal sefta Pasal 10P r 22 Tahun 2026
yang dibiay: CHT, tanpa. mengambll alih kewenangan te ai. Koordinasi

nter, yaLtu 303|allsa3| pengu

berjalan me perasi gabungan pembentukan satuan tugas ran informasi,

dan komu rutin. Penegakan hukumnya proporsmnal ui mekanisme

ultimum re bagi warung kecil, sementara pidana difoku ada distributor
besar. Kese normatif ini belum menghasilkan pengawasan

kerja Kanto Cukail Tegal yang mencakup tujuh daerah, t snya personel,

jarak kelem n yang menyebabkan keterlambatan tindak | erta resistensi

jangan antara

nya budaya lapor masyarakat menunjukkan

adalah

mengatur rasat al-din wa siyasat
al-dunya), bukan ha elaksana kedua lembaga telah
mencerminkan prinsip amanah pada tatarén kejelasan tugas, karena masing-masing
bertindak sesuai batas kewenangannya. Pola kerja bersama mereka juga
mencerminkan semangat musyawarah pada tataran koordinasi. Namun, kedua prinsip
belum optimal pada tataran pelaksanaan. Amanah menuntut kapasitas dan tindakan

yang tepat waktu, sedangkan koordinasi yang ada belum cukup cepat dan responsif
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untuk menjembatani lembaga yang menguasai informasi lapangan dengan lembaga
yang berwenang menindak. Temuan ini membuktikan sebagian asumsi penelitian:
aturan telah dipatuhi dan koordinasi telah berjalan, tetapi efektivitas penuh belum
tercapai karena kapasitas, kecepatan koordinasi, dan dukungan sosial belum memadai.
Penafsiran koordinasi operasional sebagai musyawarah merupakan analisis peneliti,

karena bentuknya lebih berupa mekani kerja bersama daripada forum deliberatif

formal.

. Saran
Berdasarkan hasil ' kan, penulis memberikan
beberapa saran yan ) \ angan bagi Bea Cukali,

Pemerintah Dae

penindakan

5 -

Pekalongan
1. Kepada
Tegal, s

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai T dya Pabean C

:
instansi yang memperoleh kewenangan atri

ndang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tent erubahan atas
g Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cuk arankan agar

intensitas pengawasan dan penindakan di Pekalongan.

unjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Bea Cu gal mencakup

tujuh da sehingga operasi dilaksanakan bergiliran da ak lanjut atas
ekalongan dapat tertunda. Oleh karena itu

si berdasarkan inform

a pengawasan kepada

pimpinan instansi enetapkan standar waktu
tindak lanjut atas laporan yang dinilai cukup kuat agar jeda antara laporan dan
penindakan tidak dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan barang. Dalam
penindakan, pendekatan proporsional melalui mekanisme ultimum remedium
terhadap pedagang kecil perlu dipertahankan, sementara penegakan pidana tetap

difokuskan pada pelaku berskala distribusi besar. Sosialisasi ketentuan cukai juga
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perlu dioptimalkan dengan menekankan manfaat pelaporan dan saluran pelaporan
yang mudah, karena penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan
tetapi kesadaran masyarakat untuk melapor masih perlu ditingkatkan.

. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja,
disarankan agar mengoptimalkan perannya sesuai batas kewenangan yang
ang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 10
2 Tahun 2026, yaitu sosialisasi,
a. Satpol PP tidak memiliki

bersumber dari Pasal 66A Undang-

Peraturan Menteri Keuangan
pengumpulan informasi,

kewenangan meninda i, sehingga peran yang paling

strategis adalah s ak yang lebih dahu tahui kondisi lapangan.

Untuk itu, Sa sarankan mening‘katkan pema adap tempat usaha

eceran: yang berpotensi menjual ilegal, serta

ikan temuan secara tertib agar‘dgpat ‘segera n dasar tindak

lanjut ol Cukal. Edﬁkasi kepada pedagang dan pener alam kegiatan

: - -
bersama terus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan p ang-undangan,

tanpa me ui kewenangan penindakan yang menjadi rana Cukai.

Cukal dan Pemerintah Kota Pekalongan se bersama-sama,

r memperkuat sinergi melalui operasi gabun

dan informasi yang cepat, serta evaluasi berka erasi gabungan

g berdasarkan pemetaan lokasi rawan dan d nakan melalui

telah berjalan, yakni pemberitahuan rencan

terhadap efektivi
untuk menilai kec nj'ut dan yang dibiayai Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pembagian peran yang tegas penting
dijaga: Bea Cukai bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan, penindakan, dan
penyidikan, sedangkan Satpol PP Dbertindak sebagai pendukung melalui

pengawasan umum, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan pengamanan kegiatan.
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Pembagian ini diperlukan agar kewenangan masing-masing lembaga berjalan
efektif, tidak tumpang tindih, dan tetap sesuai asas legalitas.

4. Kepada masyarakat dan pelaku usaha, disarankan agar meningkatkan kesadaran
hukum dengan tidak memperjualbelikan atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai
yang sah. Pelaku usaha, khususnya pedagang eceran, perlu memahami bahwa pita

cukai yang sah merupakan tanda pe

cukai, dan bahwa peredaran rokok tanpa

pita cukai merupakan pelang t dikenai sanksi sebagaimana diatur

\.I i“ i
Jawasan peredaran rokok i bertumpu pada

satu pihak 2but membutuhkan komit
Bea Cukai,

Dengan te

dan partisipasi

berkelanjutan.

rah, pelaku usaha, dan ma

yarat - tersebut, penegak bidang cukai

diharapkan secara efektif, bertanggung orientasi pada

kemaslahat
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